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Pajak Restoran merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang 
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dan realisasi pajak daerah tahun 2020 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi, sektor Pajak Restoran merupakan penyumbang 

pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar ke-4 dari semua jenis 

pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi, setelah Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan Pajak BPHTB, realisasi 

Pajak Restoran yaitu sebesar Rp 17.551.116.734. Persentase (%) realisasi Pajak 

Restoran menjadi yang paling besar diantara Pajak Daerah Lainnya yang dipungut 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak Restoran adalah 

pajak yang tergolong produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika 
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dapat dioptimalkan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang besar jika 

lebih dimaksimalkan. Proses peningkatan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah 

khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengalami 

masalah-masalah dalam memungut pajak secara manual atau Offline, diantaranya 

membutuhkan waktu yang lama dalam input data, membutuhkan ruang arsip yang 

besar, membutuhkan anggaran percetakan lebih besar, pengecekan, pemantauan 

objek pajak dan pembayaran pajak tidak real time. Adanya permasalahan tersebut 

Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi meliki inovasi dalam hal membantu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah berupa sistem online 

yang diberi nama E-PAD (Elektronik Pendapatan Asli Daerah). E-PAD bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, akuntabel dan 

professional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah, 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Komunikasi 

dan Informatika (Diskominfo) untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab 

permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah. Sistem E-PAD digunakan untuk 

pelaporan pajak daerah secara online sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, 

dalam sistem E-PAD ini Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak daerah 

secara online, salah satu jenisnya yaitu Pajak Restoran. (Dilaksanakan dengan 

Surat Tugas Nomor 0960/UN25.1.2/SP/2021, Diploma III Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan 

berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 

untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan 

Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah 

darah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek 

kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan 

pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap 

dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan 

nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan 

sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Pelaksanaan pembangunan 

nasional yang sedang mengalami perkembangan menuju kesejahteraan rakyat 

dengan meningkatkan dan memelihara stabilitas perekonomian maupun 

pengembangan sumber daya alam dan manusia. Untuk dapat merealisasikan 

tujuan tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan 

pembangunan (Liputan6.com, 2019). 

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan kontribusi 

sumbangan rakyat Indonesia dalam bentuk pajak untuk menggerakkan roda 

pemerintahan guna mencapai produktifitas kerja yang baik. Pajak digunakan 

untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. 

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat 

atas Undang Undang  Nomor 6 tahun 1983 tentang  Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi , pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaska berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. Sebagai iuran wajib, pajak menjadi salah satu 

instrumen penting sebagai pendapatan yang diterima oleh negara. Pendapatan 

negara menjadi instrumen penting karena pembangunan tidak dapat berjalan 
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tanpa adanya dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri, salah 

satunya dari sektor pajak. 

Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian 

dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan adanya Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 

pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur 

rumah tangga daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat daerah 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu 

pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom. Pajak 

menjadi salah satu penunjang keberhasilan dalam pembangunan nasional 

maupun daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-

sumber penerimaan yang cukup memadai. Setiap daerah harus menggali 

potensi pajak dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. 

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah atau 

desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah otonomi. Guna mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian 

otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan 

globalisasi, yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih 

besar. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan 

otonomi, daerah memiliki hak diantaranya : Mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur 

daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan 

lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah 

dan retribusi daerah (Kompas.com, 2020). 

Pajak daerah menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdapat 5 jenis pajak yang terdiri dari Pajak 
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Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk 

Pajak Kabupaten/Kota terdapat 11 jenis pajak yang terdiri dari Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (PBB P2) dan 

Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Pemerintah daerah diharapkan juga harus menggali sumber sumber keuangan, 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan di daerahnya melalui (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Melalui 

salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah. 

Berikut gambar target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun 2014-2020 : 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2014-2020  

 

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten paling ujung timur di 

Pulau Jawa, Banyuwangi masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Letaknya yang 

berada di ujung Pulau Jawa, menjadikan Banyuwangi salah satu tempat yang 

sangat strategis karena menjadi tempat transit sebelum menuju Pulau Bali jika 
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menggunakan jalur darat. Banyuwangi menjadi tempat yang strategis untuk 

berinvestasi dan membuka usaha. Salah satu jenis Pajak Daerah yang 

potensinya terus meningkat tiap tahunnya yaitu pada sektor Pajak Restoran. 

Potensi pada sektor Pajak Restoran sangat bagus ditandai dengan adanya 

peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, peningkatan ini 

dibuktikan dengan adanya jumlah kunjungan wisatawan domestik dari tahun 

2013 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 

2013 wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi 

sejumlah 1.057.952 orang dan di tahun 2019 jumlah wisatawan domestik yang 

mengunjungi Kabupaten Banyuwangi menjadi 5.307.054 orang. Tidak hanya 

wisatawan lokal, keindahan Banyuwangi juga disorot mancanegara. Terbukti 

dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi 

pada tahun 2013 sebanyak 10.462 orang, meningkat signifikan menjadi 

101.622 orang di tahun 2019. Adanya peningkatan pada sektor pariwisata, 

penerimaan Pajak Restoran diharapkan akan selalu meningkat disetiap 

tahunnya serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai PAD 

Kabupaten Banyuwangi  (Banyuwangikab.go.id).  

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksud 

dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan 

dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat 

pelayanan maupun ditempat lain. Berikut ini adalah objek pajak restoran 

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi diantaranya, Rumah 

Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, 

termasuk jasa boga/catering. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau 

badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan 

wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

restoran. 
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Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun 2020 : 

Jenis Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

(%) 

Pajak Hotel 7.276.597.033,50 9.679.343.860,00 133,02 

Pajak Restoran 12.771.834.950,77 17.551.116.734,00 137,42  

Pajak Hiburan 1.330.515.192,00 1.656.293.917,00 124,49  

Pajak Reklame 2.581.764.313,00 3.293.846.325,00 127,58 

Pajak 

Penerangan 

Jalan (PPJ) 

77.023.193.000,00 75.702.376.081,00 98,29 

Pajak Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan 

205.299.159,84 250.836.319,00 122,18 

Pajak Parkir 784.822.177,50 823.735.010,00 104,96 

Pajak Air 

Tanah  

1.539.425.406,00 1.793.865.695,00 116,53 

 PBB P2 45.671.227.515,42 42.336.440.354,00 92,70 

 BPHTB 51.000.000.000,00 38.532.900.167,00 75,55 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2020 

 

Berdasarkan data target dan realisasi pajak daerah tahun 2020 yang 

dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sektor Pajak 

Restoran merupakan penyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terbesar ke-4 dari semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, setelah Pajak Penerangan Jalan, 

PBB P2 dan Pajak BPHTB, realisasi Pajak Restoran yaitu sebesar Rp 

17.551.116.734. Persentase (%) realisasi Pajak Restoran menjadi yang paling 

besar diantara Pajak Daerah Lainnya yang dipungut oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak Restoran adalah pajak yang tergolong 

produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat 

dioptimalkan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

Pajak adalah penyumbang pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. 

Pajak menyumbang sebesar Rp1.444,5 triliun untuk APBN di tahun 2021. 
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Salah satu yang diterima Negara adalah dari jenis Pajak Restoran yang 

sekarang dikelola oleh Pemerintah Daerah  Kota/Kabupaten dan digunakan 

untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Dasar Hukum pemungutan 

Pajak Daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Kemkeu.go.id) 

Berikut tabel Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi : 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Persentase 

(%) 

2016 7.000.000.000,00 6.898.991.797,00 98,56 

2017 15.501.533.716,62 12.415.093.896,00 80,09 

2018 25.625.800.881,54 16.385.738.904,00 63,94 

2019 19.564.738.040,00 22.783.435.282,00 116,45 

2020 12.771.834.950,77 17.551.116.734,00 137,42 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi 

Tahun 2016-2020 

 

Dari tabel target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang bersumber dari Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi terjadi 

peningkatan dan penurunan pendapatan yang didapatkan dari tahun 2016-2020. 

Pada dua tahun terakhir berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 

terjadi penurunan target dan kenaikan realisasi penerimaan. Target 2019 turun 

sebesar Rp 6.061.062.841,54 menjadi Rp 19.564.738.040 dan realisasi 

meningkat sebesar Rp 6.397.696.378 menjadi Rp 22.783.435.282, akan tetapi 

untuk realisasi di tahun 2019 melebihi target, persentasenya sebesar 116,45%. 

Pada tahun 2020 mengalami penurunan target dengan adanya pandemi Covid-

19, target menurun sebesar Rp 6.792.903.089,23 menjadi Rp 

12.771.834.950,77 dan untuk realisasi menurun dari tahun sebelumnya sebesar 

Rp 5.232.218.548 menjadi Rp 17.551.116.734, akan tetapi untuk realisasi di 

tahun 2020 melebihi  target lebih besar dari tahun sebelumnya, persentase yang 

dicapai 137,42%. Kesimpulan dari data di atas Pajak Restoran di Kabupaten 

Banyuwangi memiliki potensi yang besar jika lebih dimaksimalkan, karena 

dalam realisasi di tiap tahunnya Pajak Restoran selalu mengalami peningkatan. 
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Proses peningkatan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah khususnya Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengalami masalah-masalah 

dalam memungut pajak secara manual atau Offline, diantaranya membutuhkan 

waktu yang lama dalam input data, membutuhkan ruang arsip yang besar, 

membutuhkan anggaran percetakan lebih besar, pengecekan, pemantauan 

objek pajak dan pembayaran pajak tidak real time. Adanya permasalahan 

tersebut dan merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-

Government, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  

Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan  

dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ dan 900/1867/SJ tahun 2017, 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi 

Transaksi Non Tunai, Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi meliki inovasi 

dalam hal membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak 

Daerah berupa sistem online yang diberi nama E-PAD (Elektronik Pendapatan 

Asli Daerah). E-PAD sendiri sudah dibentuk pada tahun 2017 dan mulai 

digunakan pada tahun 2018. E-PAD bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

layanan publik secara efektif, efisien, akuntabel dan professional. E-PAD 

dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kominfo untuk memenuhi 

kebutuhan dan menjawab permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mendapat dukungan dari 

mitra kerja Pemerintah Daerah yaitu Bank Jatim berupa penanaman server di 

Dinas komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selain itu, sistem ini juga 

telah terintegrasi dengan data perijinan milik Dinas Penanaman dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (DPMPTSP) dan data Nomor 

Induk Kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil), dengan tidak menutup kemungkinan berintegrasi dengan 

stakeholder lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas Pajak 

Restoran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
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Banyuwangi, tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan 

ditempatkan pada bidang Validasi dan Penetapan. Sehingga penulis 

memutuskan untuk mengambil tema Pajak Restoran sebagai laporan tugas 

akhir dengan judul “ Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem 

E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis membatasi pembahasan 

agar lebih fokus pada suatu pokok pembahasan, dalam lingkup Pajak Restoran 

yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka 

rumusan masalah yang diambil yaitu : Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak 

Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan Prosedur Pemungutan Pajak 

Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi; 

2. Mendapatkan pengalaman di dunia kerja yang berkaitan dengan 

administrasi perpajakan khusunya Prosedur Pemungutan Pajak Restoran 

Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi bermanfaat untuk : 

1. Bagi Mahasiswa  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

 
 

a. Menambah Pengetahuan terutama mengenai Prosedur Pemungutan 

Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

b. Sarana untuk melatih dalam menerapkan ilmu yang telah diberikan 

pada saat kuliah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

c. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya sekaligus 

menyelesaikan pendidikan di Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

2. Bagi Universitas Jember  

a. Memberi tambahan referensi Laporan Tugas Akhir bidang perpajakan 

untuk koleksi perpustakaan. 

b. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki 

mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

a. Membantu dalam Proses Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem 

E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan terkait Prosedur Pemungutan 

Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD pada Badan pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur 

2.1.1 Definisi Prosedur 

Menurut Mulyadi (2013) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. 

 

2.1.2 Manfaat Prosedur 

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi 

(2013) diantaranya: 

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang; 

2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, 

sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya 

mengerjakan yang seperlunya saja; 

3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi 

oleh seluruh pelaksana; 

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif 

dan efisien; 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam 

pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan 

perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-

masing. 

 

 

2.2 Pengertian Pajak 

2.2.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
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yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

(Mardiasmo, 2018) 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungs pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya; 

2. Fungsi mengatur (regureled) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh:  

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras; 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup yang konsumtif. 

 

2.2.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam bukunya pengelompokan pajak 

dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, diantaranya 

sebagai berikut:  

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 
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b. Pajak Tidak langsung, pajak yang pada akhirnya  dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

c. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak. 

Contoh: Pajak penghasilan 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya,tanpa 

memperhatikan keadaan wajib pajak 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualanatas Barang Mewah dan Bea Meterai 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

Pajak Daerah terdiri atas: 

1) Pajak Provinsi, Contoh; Pajak Kendaraaan Bermotor dan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan. 

 

2.2.4 Syarat  Pemungutan 

Menurut (Mardiasmo, 2018) syarat pemungutan pajak, sebagai berikut : 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-

undang maupun pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
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Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. 

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 dalam hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara 

atau warganya. 

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah 

dari hasil pemungutannya 

5. Sistem Pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi undang-undang perpajakan terbaru. 

 

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2018) tata cara pemungutan pajak dikelompokkan 

sebagai berikut : 

1. Stelsel Pajak  

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan di akhir tahun 

pajak yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. 

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap 

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak 
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sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun 

pajak berjalan. 

c. Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan 

stelsel anggapan. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. 

2. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan 

yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk 

Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajaknya. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System 
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib 

Pajak. 

 

2.2.6 Tarif Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada 4 macam tarif pajak, antara lain : 

1. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang 

dikenai pajak,sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak 

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean 

akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang 

dikenai pajak, sehingga pajak yang terutangnya tetap. 

3. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 
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Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri. 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

0 sampai dengan Rp 50.000.000 5% 

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15% 

Di atas Rp250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25% 

Di atas Rp 500.000.000 30% 

 Sumber : Mardiasmo (2018) 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi: 

a. Tarif Progresif Progresif  : Kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif Progresif Tetap  : Kenaikan persentase tetap 

c. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan persentase semakin kecil 

4. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

 

2.3 Pendapatan Asli Daereh 

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya. Keseluruhan 

bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun 

PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu penerimaan 

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai denga peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

4. lain-lain PAD yang sah. 

Lain-lain PAD yang sah, diantaranya meliputi: 

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 

b. jasa giro 

c. pendapatan bunga 

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

 

2.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

2.4.1 Definisi Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 

perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Pajak Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 1 ayat (10) 

menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2018) Beberapa pengertian atau istilah yang terkait 

dengan Pajak Daerah, antara lain: 

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan 
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mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

5. Wajib Pajak adalah orang pribaadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

 

2.4.2 Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada Pasal 12, Pajak 

Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
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d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.4.3 Tarif Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2018) tarif untuk setiap jenis pajak adalah: 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut: 

a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 

1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 

b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua 

persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 

0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1%(satu persen). 

3. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling 

tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 
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4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

a. Penyerahan pertama sebesar sebesar 20% (dua puluh persen);dan 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 

5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen); dan 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh 

puluh lima persen). 

6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling 

sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. 

7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok. 

9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

11. Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima 

persen). 

12. Tarif Pajak Reklame paling tinggi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima 

persen). 

13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh 

persen). 
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16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 

19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 5% (lima persen). 

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

2.4.4 Definisi Retribusi Daerah 

Menurut Mardiasmo (2018) beberapa pengertian istilah yang terkait 

dengan Retribusi Daerah antara lain: 

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, 
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prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan 

 

2.4.5 Objek Retribusi Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 108 

yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah: 

1. Jasa Umum 

2. Jasa Usaha 

3. Perizinan Tertentu 

 

2.4.6 Jenis-Jenis Retribusi Daerah 

1. Jenis Retribusi Jasa Umum 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 110 

yang menjadi jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

f. Retribusi Pelayanan Pasar 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
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2. Jenis Retribusi Jasa Usaha 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 127 

yang menjadi jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

c. Retribusi Tempat Pelelangan 

d. Retribusi Terminal 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

j. Retribusi Penyeberangan di Air 

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

 

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 141 

yang menjadi jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

c. Retribusi Izin Gangguan 

d. Retribusi Izin Trayek 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 

2.5 Pajak Restoran 

2.5.1 Definisi Pajak Restoran 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi Pajak Restoran adalah 

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas 

penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 
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mencangkup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering. 

 

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

Dasar hukum Pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah. 

3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. 

 

2.5.3 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Restoran di Kabupaten 

Banyuwangi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah yang termasuk Objek dan Subjek Pajak Restoran 

adalah: 

1. Wajib Pajak Restoran  di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi 

atau Badan yang mengusahakan Restoran. 

2. Subjek Pajak Restoran  di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi 

atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. 

3. Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi 

pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 

Rincian dalam objek pajak restoran adalah: 

a. Rumah makan 

b. Kafetaria 

c. Kantin 

d. Warung 
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e. Bar 

f. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering. 

2.5.4 Pengecualian Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah yang termasuk Objek terdapat pada Pasal 14 ayat 

(4) yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak 

melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. 

 

2.5.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Sistem Pemungutan  Pajak Restoran di 

Kabupaten Banyuwangi 

Dasar pengenaan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah 

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 

Nilai pembayaran tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka 

pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima. Restoran 

tidak dipungut pajak apabila pelayanan yang disediakan restoran nilai 

penjualannya tidak melebihi dari Rp 1.000.000 dalam sebulan. Menurut 

Pereraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah tarif  Pajak Restoran ditetapkan 10%. Sistem pemungutan Pajak 

Restoran di Kabupaten Banyuwangi yang tertuang pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 20 disebutkan bahwa 

sistem pemungutan Pajak Restoran menggunakan Self Assesment System. 

 

2.6 Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD 

2.6.1 Sistem E-PAD 

Elektronik Pendapatan Asli Daerah merupakan Aplikasi yang 

menghimpun semua data Wajib Pajak, pendataan, pelaporan, dan semua 

pembayaran non tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. E-PAD sendiri 

sudah dibentuk pada tahun 2017 dan mulai digunakan pada tahun 2018. E-PAD 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, 

akuntabel dan professional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan 
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Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

dan Dinas Kominfo untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan 

terkait pelayanan perpajakan daerah. 

 

2.6.2 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran 

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

ada tiga sistem pendaftaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi yaitu, pertama Wajib Pajak Pajak Restoran secara 

pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk 

mendaftarkan Restorannya, Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran 

Objek Pajak ke Badan melalui Petugas Pelayanan. Cara pendaftaran yang 

kedua Wajib Pajak Pajak Restoran secara pasif online, Wajib Pajak 

mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek Pajak di aplikasi atau 

sistem E-PAD, akan tetapi untuk sementara waktu pendaftaran Wajib Pajak 

secara online belum dapat digunakan karena masih dalam proses maintenance. 

Cara Pendaftaran yang ketiga Wajib Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas, 

Petugas pada Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya melakukan 

Pendaftaran & Pendataan langsung ke Wajib Pajak dan memberikan informasi 

mengenai kewajiban Wajib Pajak daerah yang harus dilakukan.Persyaratan 

dalam pendaftaran Wajib Pajak Pajak Restoran untuk Wajib Pajak Perorangan 

dan Wajdib Pajak Badan memiliki perbedaan persyaratan, untuk persyaratan 

Wajib Pajak Restoran Perorangan yaitu mengisi formulir pendaftaran dan 

fotokopi KTP pemilik Objek Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Restoran 

Badan, persyaratannya yaitu mengisi formulir pendaftaran, Fotokopi Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Akta 

Pendirian Perusahaan. 
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2.6.3 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran 

1. Tata cara penyampaian laporan SPTPD dan Penyetoran Pajak Restoran 

secara mandiri ke Kantor Badan, antara lain: 

a. Paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, Wajib 

Pajak melaporkan SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar 

ke Badan Pendapatan Daerah 

b. Petugas Pelayanan menerima SPTPD yang telah diisi oleh Wajib 

Pajak dan Laporan Pendukung kemudian melakukan perekaman data 

SPTPD ke dalam Aplikasi, Laporan Pendukung berupa: 

1) Omset Pendapatan diatas Rp 25.000.000,-/bulan wajib 

melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan dan Rekapitulasi 

Pendapatan Transaksi/Bill (apabila sudah terkoneksi dengan E-

PAD SI BAMBANG tidak diwajibkan melampirkan Rekapitulasi 

Pendapatan Transaksi/Bill) 

2) Omset Pendapatan Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 

25.000.000,- per bulan wajib melampirkan Rekapitulasi 

Pendapatan Bulanan 

3) Omset Pendapatan di bawah Rp 5.000.000,- tidak diwajibkan 

melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan. 

c. Petugas Verifikator memeriksa kelengkapan SPTPD dan Laporan 

Pendukung 

d. Kepala Sub Validasi dan Penetapan menandatangani Tanda Terima 

Pelaporan SPTPD yang berkode billing 

e. Petugas Pelayanan mencetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD  

berkode billing yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak 

f. Wajib Pajak menerima Tanda Terima Pelaporan SPTPD lalu menulis 

tanda terima pada Buku Register Tanda Terima Pelaporan SPTPD 

dan kemudian dapat melakukan penyetoran pada tempat pembayaran 

yang ditunjuk 

g. Proses selesai. 
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2. Tata cara penyampaian laporan SPTPD dan Penyetoran Pajak Restoran 

secara mandiri online melalui E-PAD, antara lain: 

a. Paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, Wajib 

Pajak melaporkan SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar 

ke Badan Pendapatan Daerah secara online pada Aplikasi E-PAD 

b. Petugas Verifikator memeriksa kelengkapan SPTPD dan Laporan 

Pendukung, Laporan Pendukung berupa: 

1) Omset Pendapatan diatas Rp 25.000.000,-/bulan wajib 

melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Transaksi/Bill dan 

Rekapitulasi Pendapatan Bulanan (apabila sudah terkoneksi 

dengan E-PAD SI BAMBANG tidak diwajibkan melampirkan 

Rekapitulasi Pendapatan Transaksi/Bill) 

2) Omset Pendapatan Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 

25.000.000,- per bulan wajib melampirkan Rekapitulasi 

Pendapatan Bulanan 

3) Omset Pendapatan di bawah Rp 5.000.000,- diperbolehkan tidak 

melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan. 

c. Kepala Sub Bidang Validasi dan Penetapan menandatangani Tanda 

Terima Pelaporan SPTPD yang berkode billing 

d. Wajib Pajak dapat mencetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD 

berkode biling sendiri dan kemudian dapat melakukan penyetoran 

pada chanel pembayaran yang ditunjuk 

e. Proses selesai. 

 

3. Tata cara Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dan Penyetoran Pajak 

Restoran, antara lain: 

a. Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya secara rutin 

melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak dalam melakukan 

pelaporan SPTPD 

b. Terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan tanggal 15 setelah 

berakhirnya masa pajak belum melaporkan SPTPD akan diberi surat 

teguran 
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c. Apabila sampai dengan 30 hari setelah berakhirnya masa pajak, Wajib 

Pajak tidak melakukan penyampaian dan pengisian SPTPD maka 

petugas Sub Bidang Pendataan PDL membuat SPTPD secara jabatan, 

yang dapat dihitung berdasarkan Pelaporan SPTPD bulan terakhir 

ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% 

dan bunga 2% per bulan sesuai ketentuan yang berlaku 

d. Penerapan Sanksi Administratif Kenaikan dan Bunga akibat tidak 

dilakukan pengisian dan penyampaian SPTPD mulai pelaporan Masa 

Pajak Februari 2020 

e. Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 hari setelah masa pajak 

berakhir telah menyampaikan laporan SPTPD namun melakukan 

penyetoran setelah batas waktu jatuh tempo maka kode biling pada 

Tanda Terima Pelaporan SPTPD dianggap tidak berlaku. Dan harus 

dilakukan pencetakan SKPDKB dengan kode biling baru, yang telah 

ditambah dengan sanksi administrasi bunga keterlambatan pelaporan 

2% per bulan sesuai ketentuan yang berlaku 

f. Penerapan Sanksi Bunga Keterlambatan Pelaporan SPTPD untuk 

pelaporan Masa Pajak 

g. Proses Selesai. 

2.6.4 Prosedur Perhitungan secara Jabatan dan Penetapan Pajak Restoran 

1. Tata Cara Penyusunan Nota Perhitungan secara Jabatan Pajak Restoran, 

antara lain: 

a. Isian SPTPD secara jabatan yang telah dibuat oleh Sub Bidang 

Pendataan Pajak Daerah Lainnya dibubuhi tanda tangan Kepala Sub 

Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya akan menjadi dasar 

pembuatan Nota Perhitungan secara Jabatan 

b. SPTPD secara jabatan diserahkan kepada Petugas Pelayanan yang 

akan menginput informasi objek pajak pada SPTPD secara jabatan ke 

dalam Aplikasi E-PAD sehingga menjadi Konsep Nota Perhitungan 

secara jabatan 
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c. Konsep Nota Perhitungan secara jabatan dibuat berdasarkan SPTPD 

secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku 

d. Petugas Verifikator Sub Bidang Validasi dan Penetapan memeriksa 

kelengkapan dan kesesuaian SPTPD secara jabatan dan Nota 

Perhitungan secara jabatan 

e. Setelah Nota Perhitungan secara jabatan disetujui oleh verifikator 

maka Kepala Sub Bidang Validasi dan Penetapan melakukan 

pengecekan Konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB) berkode biling, kemudian menandatanganinya. 

f. Proses selesai. 

 

2.6.5 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran 

1. Tata Cara Pembayaran SPTPD Pajak Restoran, antara lain: 

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Restoran paling lambat 

sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada Tanda Terima 

Pelaporan SPTPD/SKPD/SKPDKB yaitu 30 hari setelah dilakukan 

penetapan. Apabila wajib Pajak melakukan pembayaran melewati 

jatuh tempo maka sanksi admistratif sebesar 2 persen per bulan 

secara otomatis melekat pada Tanda Terima Pelaporan 

SPTPD/SKPD/SKPDKB saat dilakukan pembayaran 

b. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran menggunakan Tanda 

Terima Pelaporan SPTPD/SKPD/SKPDKB berkode billing 

langsung ke Loket Bank Jatim atau berbagai chanel pembayaran 

yang ditunjuk 

c. Proses selesai. 
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk 

menyusun laporan PKN atau Praktek Kerja Nyata jika sudah menyelesaikan 

minimal 106 sks, guna memenuhi tugas akhir serta salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama masa perkuliahan dan mengimplementasikan dalam dunia 

kerja. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik negara 

maupun swasta dengan syarat adanya persetujuan dari intansi terkait. 

 

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata 

Praktek kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto no.140, 

Giri, Banyuwangi. Pada waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis 

ditempatkan pada Sub Bidang Validasi dan Penetapan. 

 

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas 

nomor 0960/UN25.1.2/SP/2021 yaitu mulai dari tanggal 1 Februari s/d 31 

Maret 2021 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun 

kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di Badan 

Pendapatan Kabupaten Jember yaitu: 
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Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.00 s/d 15.30 WIB 11.30 s/d 13.00 WIB 

Jumat 07.00 s/d 14.30 WIB 11.00 s/d 13.00 WIB 

Sabtu s/d Minggu Libur Libur 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwngi (2021) 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

 

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata 

Adapun rincian kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu: 

 

Tabel 3.2 Rincian kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Nomor 

Pelaksanaan 

& 

Penanggung 

Jawab 

Uraian Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1 

1 Februari 

2021 

 

Slamet 

Rosidi 

(Kasubbid 

Validasi dan 

Penetapan) 

Perkenalan instansi 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Banyuwangi 

Mengetahui tentang 

Instansi dan 

kepengurusan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi 

2 

2 Februari 

2021 

 

Mbak Cecil 

Membantu verifikasi 

data wajib pajak pada 

Pajak Mineral Bukan 

logam dan Batuan 

Mengetahui alur 

verifikasi data wajib 

pajak pada Pajak 

Mineral Bukan logam 

dan Batuan 
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(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

3 

3 Februari 

2021 

 

 

Slamet 

Rosidi 

(Kasubbid 

Validasi dan 

Penetapan) 

a. Membantu verifikasi 

data wajib pajak pada 

Pajak Hotel yang 

telat bayar 

b. Membantu 

melakukan pendataan 

pada Pajak Parkir 

masa pajak Desember 

2020 untuk penetapan 

SKPDKB 

a. Mengetahui cara 

verifikasi data wajib 

pajak pada Pajak 

Hotel yang telat bayar 

b. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

pada Pajak Parkir 

masa pajak Desember 

2020 untuk penerbitan 

SKPDKB 

4 

4 Februari 

2021 

 

Slamet 

Rosidi 

(Kasubbid 

Validasi dan 

Penetapan) 

a. Membantu 

melakukan pendataan 

pada objek Pajak 

Restoran, Pajak 

Parkir, Pajak Hiburan 

untuk penetapan 

SKPDKB 

b. Membantu 

melakukan 

pencetakan SKPD 

Pajak Restoran 

a. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

pada objek Pajak 

Restoran, Pajak Parkir, 

Pajak Hiburan untuk 

penetapan SKPDKB 

b. Mengetahui alur 

melakukan pencetakan 

SKPD Pajak Restoran 

5 

5 Februari 

2021 

 

Alief 

Rachman 

Kartiono 

a. Sharring dengan 

Kepala Badan 

berkaitan dengan 

Instansi, struktur 

organisasi dan 

tupoksinya 

a. Mengetahui tentang 

Instansi, struktur 

organisasi dan 

tupoksinya 

b. Mengetahui alur 

pencetakan 
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(Kepala 

Badan 

Pendapatan 

Daerah) 

 

Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

b. Membantu 

melakukan 

pencetakan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran 

c. Membantu 

melakukan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran 

c. Mengetahui alur 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran 

6 

8 Februari 

2021 

 

Mbak 

Lintang & 

Mbak Vitri 

(staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

a. Membantu 

melakukan 

pencetakan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Reklame dan Pajak 

Restoran 

b. Membantu pendataan 

Wajib Pajak pada 

Pajak Air Tanah 

a. Mengetahui alur 

pencetakan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Reklame dan Pajak 

Restoran 

b. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

Wajib Pajak pada 

Pajak Air Tanah 

7 

9 Februari 

2021 

 

Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

Membantu 

melakukan 

pencetakan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Air Tanah dan Pajak 

Restoran 

Mengetahui alur 

pencetakan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Air Tanah dan Pajak 

Restoran 

8 

10 Februari 

2021 

 

Mas Romi 

a. Membantu packing 

SPPT PBB dalam 

rangka cetak masal 

PBB 

a. Mengetahui alur 

packing SPPT PBB 

dalam rangka cetak 

masal PBB 
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(Staff 

Pendataan, 

Penilaian 

PBB (P2) 

dan BPHTB) 

Mbak Cecil 

& Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Bambang 

Hartono 

(Kasubbid 

Pemeriksaan 

dan 

Keberatan) 

b.Pengarahan dan 

pembekalan terkait 

ruang lingkup Badan 

Pendapatan Daerah 

c. Membantu 

pencetakan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Parkir, Pajak 

Restoran, dan Pajak 

Hotel 

b. Mengetahui ruang 

lingkup Badan 

Pendapatan Daerah 

c. Mengetahui alur 

pencetakan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Parkir, Pajak 

Restoran, dan Pajak 

Hotel 

9 

11 Februari 

2021 

 

Mbak Weni 

(Staff 

Pendataan, 

Penilaian 

PBB (P2) 

dan BPHTB) 

 

Mbak Vitri 

& Mbak 

Lintang 

a. Membantu packing 

SPPT PBB dalam 

rangka cetak masal 

PBB 

b. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, dan Pajak 

Hotel 

a. Mengetahui alur 

packing SPPT PBB 

dalam rangka cetak 

masal PBB 

b. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, dan Pajak 

Hotel 
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(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

10 

15 Februari 

2021 

 

Rivo 

Firdauzy 

Febriansyah 

(Plt 

Kasubbid 

Pendataan, 

Penilaian 

PBB (P2) 

dan BPHTB) 

Mbak 

Lintang & 

Mas Sigit 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

a. Membantu packing 

SPPT PBB dalam 

rangka cetak masal 

PBB 

b. Sharring berkaitan 

dengan ruang 

lingkup PBB dan 

BPHTB 

c. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD 

Pajak Restoran dan 

Pajak Hotel 

a. Mengetahui alur 

packing SPPT PBB 

dalam rangka cetak 

masal PBB 

b. Mengetahui tentang 

ruang lingkup PBB 

dan BPHTB 

c. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran dan Pajak 

Hotel 

11 

16 Februari 

2021 

 

Mas Romi 

(Staff 

Pendataan, 

Penilaian 

PBB (P2) 

dan BPHTB) 

 

a. Membantu packing 

SPPT PBB dalam 

rangka cetak masal 

PBB 

b. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD 

Pajak Hotel dan 

Pajak Reklame 

a. Mengetahui alur  

packing SPPT PBB 

dalam rangka cetak 

masal PBB 

b. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Hotel dan Pajak 

Reklame 
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Mbak Vitri 

& Mas Sigit 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

c. Berpartisipasi dalam 

rapat Korwil terkait 

Bimtek Optimalisasi 

Pajak Daerah 

melalui aplikasi E-

PAD 

c. Mengetahui tujuan 

terkait Bimtek 

Optimalisasi Pajak 

Daerah melalui 

aplikasi E-PAD 

12 

17 Februari 

2021 

 

Slamet 

Rosidi 

(Kasubbid 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Rivo 

Firdauzy 

Febriansyah 

(Plt 

Kasubbid 

Pendataan, 

Penilaian 

PBB (P2) 

dan BPHTB) 

a. Membantu packing 

SPPT PBB dalam 

rangka cetak masal 

PBB 

b. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Hotel, Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Reklame 

c. Membantu 

melakukan input 

data Wajib Pajak 

pada Pajak Reklame 

yang terhutang 

a. Mengetahui alur 

packing SPPT PBB 

dalam rangka cetak 

masal PBB 

b. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, Pajak Hotel, 

Pajak Parkir, dan 

Pajak Reklame 

c. Mengetahui alur 

input data Wajib 

Pajak pada Pajak 

Reklame yang 

terhutang 

13 

18 Februri 

2021 

 

Mas Romi 

(Staff 

Pendataan, 

Penilaian 

a. Membantu packing 

SPPT PBB dalam 

rangka cetak masal 

PBB 

b. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

a. Mengetahui alur 

packing SPPT PBB 

dalam rangka cetak 

masal PBB 

b. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 
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PBB (P2) 

dan BPHTB) 

 

Mbak Cecil 

& Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

SPTPD/SKPD 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Hotel, dan 

Pajak Parkir 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, Pajak Hotel, 

dan Pajak Parkir 

14 

19 Februari 

2021 

 

Mbak Vitri 

& Mbak 

Cecil 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

Membantu 

pencetakan 

dan pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, Pajak Hotel, 

Pajak Parkir, dan 

Pajak Reklame 

Mengetahui alur 

pencetakan 

dan pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, Pajak Hotel, 

Pajak Parkir, dan 

Pajak Reklame 

15 

22 Februari 

2021 

 

Mbak Cecil 

& Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Hotel, 

Pajak Parkir, dan 

Pajak Reklame 

Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Hotel, 

Pajak Parkir, dan 

Pajak Reklame 

16 

23 Februari 

2021 

 

Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 
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Mas Sigit & 

Mbak Vitri 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

Restoran, Pajak 

Hotel, dan Pajak 

Reklame 

Restoran, Pajak Hotel, 

dan Pajak Reklame 

17 

24 Februari 

2021 

 

Mbak Vitri 

& Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak 

Hotel, dan Pajak 

Reklame 

Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, 

dan Pajak Reklame 

18 

25 Februari 

2021 

 

Mbak Vitri 

& Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Mbak Ina 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

a. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD 

Pajak Restoran dan 

Pajak Reklame 

b. Membantu 

melakukan 

crosscheck data 

Wajib Pajak yang 

menunggak Pajak 

Hotel 

c. Membantu 

melakukan 

pengecekan nama-

nama pendistribusi 

SPPT PBB se-

a. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran dan Pajak 

Reklame 

b. Mengetahui cara 

melakukan 

crosscheck data 

Wajib Pajak yang 

menunggak Pajak 

Hotel 

c. Mengetahui cara 

melakukan 

pengecekan nama-

nama pendistribusi 

SPPT PBB se-
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 Kabupaten 

Banyuwangi 

d. Membantu 

membuat surat 

tagihan pajak pada 

Pajak Restoran 

Kabupaten 

Banyuwangi 

d. Mengetahui cara 

membuat surat 

tagihan pajak pada 

Pajak Restoran 

19 

26 Februari 

2021 

 

Mas Sigit & 

Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak 

Hotel, dan Pajak 

Reklame 

Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, 

dan Pajak Reklame 

20 

1 Maret 2021 

 

Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, Pajak 

Penerangan Jalan 

Non PLN dan Pajak 

Reklame 

Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, Pajak 

Penerangan Jalan Non 

PLN dan Pajak 

Reklame 

21 

2 Maret 2021 

 

Mbak Ina 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

 

Mbak Adila 

a. Membantu 

melakukan 

pendataan buku 4,5 

pada SPPT PBB se-

Kabupaten 

Banyuwangi 

a. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

buku 4,5 pada SPPT 

PBB se-Kabupaten 

Banyuwangi 

b. Mengetahui cara 

membuat surat 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


41 
 

 
 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

b. Membantu 

membuat surat 

tagihan Pajak 

Restoran 

tagihan Pajak 

Restoran 

22 

3 Maret 2021 

 

 

Mas Sigit 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

a. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD 

Pajak Restoran dan 

Pajak Hiburan 

b. Membantu 

membuat surat 

tagihan Pajak 

Restoran dan Pajak 

Reklame 

a. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran dan Pajak 

Hiburan 

b. Mengetahui cara 

membuat surat 

tagihan Pajak 

Restoran dan Pajak 

Reklame 

23 

4 Maret 2021 

 

 

Mbak Vitri 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

a. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Parkir, dan 

Pajak Reklame 

b. Membantu 

membuat surat 

tagihan Pajak 

Reklame 

a. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Air Tanah, Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Reklame 

b. Mengetahui cara 

membuat surat 

tagihan Pajak 

Reklame 

24 

6 Maret 

2021 

 

a. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD 

a. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 
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Mbak Cecil 

& Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

dan Pajak Parkir 

b. Membantu 

pencatatan 

SPTPD/SKPD ke 

dalam buku besar 

dan buku kecil 

Restoran, Pajak Air 

Tanah, dan Pajak 

Parkir 

b. Mengetahui cara 

pencatatan 

SPTPD/SKPD ke 

dalam buku besar 

dan buku kecil 

25 

8 Maret 2021 

 

 

 

Armi Astuti 

(Kasubbid 

Penagihan 

PBB P2 Dan 

BPHTB) 

a. Membantu 

melakukan 

pendistribusian 

SPPT PBB (P2) ke 

Kecamatan 

Blimbingsari, 

Kecamatan 

Songgon, dan 

Kecamatan Kabat 

b. Membantu 

melakukan 

penagihan Pajak 

PBB (P2) 

khususnya Tanah 

Kas Desa (TKD) 

masa pajak tahun 

2020 yang belum 

terbayar di 

Kecamatan 

Songgon dan 

Kecamatan Kabat  

a. Mengetahui alur 

pendistribusian SPPT 

PBB (P2) ke 

Kecamatan 

Blimbingsari, 

Kecamatan Songgon, 

dan Kecamatan 

Kabat 

b. Mengetahui alur 

penagihan Pajak 

PBB (P2) khususnya 

Tanah Kas Desa 

(TKD) masa pajak 

tahun 2020 yang 

belum terbayar di 

Kecamatan Songgon 

dan Kecamatan 

Kabat  
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26 

9 Maret 2021 

 

Armi Astuti 

(Kasubbid 

Penagihan 

PBB P2 Dan 

BPHTB) 

 

 

Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

a. Membuat laporan 

hasil sosialisasi 

pendistribusian 

SPPT PBB (P2) dari 

Kecamatan 

Blimbingsari, 

Kecamatan 

Songgon, dan 

Kecamatan Kabat 

b. Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD 

Pajak Restoran, 

Pajak Hotel, dan 

Pajak Parkir 

c. Membantu mencatat 

SKPD ke dalam 

buku kecil 

a. Mengetahui cara 

membuat laporan 

hasil sosialisasi 

pendistribusian SPPT 

PBB (P2) dari 

Kecamatan 

Blimbingsari, 

Kecamatan Songgon, 

dan Kecamatan 

Kabat 

b. Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD Pajak 

Restoran, Pajak 

Hotel, dan Pajak 

Parkir 

c. Mengetahui alur 

mencatat SKPD ke 

dalam buku kecil 
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27 

10 Maret 

2021 

 

Armi Astuti 

(Kasubbid 

Penagihan 

PBB P2 Dan 

BPHTB) 

a. Membantu 

melakukan 

pendistribusian 

SPPT PBB (P2) ke 

Kecamatan 

Singojuruh dan 

Kecamatan Sempu 

b. Membuat laporan 

hasil sosialisasi 

pendistribusian 

SPPT PBB (P2) dari 

Kecamatan 

Singojuruh dan 

Kecamatan Sempu 

a. Mengetahui alur 

pendistribusian SPPT 

PBB (P2) ke 

Kecamatan 

Singojuruh dan 

Kecamatan Sempu 

b. Mengetahui cara 

membuat laporan 

hasil sosialisasi 

pendistribusian SPPT 

PBB (P2) dari 

Kecamatan 

Singojuruh dan 

Kecamatan Sempu 

28 

12 Maret 

2021 

 

Mbak Riri & 

Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

Membantu 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Hotel, dan 

Pajak Reklame 

Mengetahui alur 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Hotel, dan 

Pajak Reklame 

29 

15 Maret 

2021 

 

 

 

 

Armi Astuti 

a. Membantu 

melakukan 

pendistribusian 

SPPT PBB (P2) ke 

Kecamatan 

Rogojampi dan 

Kecamatan Srono 

a. Mengetahui alur 

melakukan 

pendistribusian SPPT 

PBB (P2) ke 

Kecamatan 

Rogojampi dan 

Kecamatan Srono 
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(Kasubbid 

Penagihan 

PBB P2 Dan 

BPHTB) 

b. Membuat laporan 

hasil sosialisasi 

pendistribusian 

SPPT PBB (P2) dari 

Kecamatan 

Rogojampi dan 

Kecamatan Srono 

b. Mengetahui cara 

membuat laporan 

hasil sosialisasi 

pendistribusian SPPT 

PBB (P2) dari 

Kecamatan 

Rogojampi dan 

Kecamatan Srono 

30 

16 Maret 

2021 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

 

Mbak Cecil 

& Mbak 

Vitri 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

a. Membantu 

melakukan 

pendataan piutang 

Pajak Reklame dan 

Pajak Restoran 

b. Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

a. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

piutang Pajak 

Reklame dan Pajak 

Restoran 

b. Mengetahui alur 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

31 

17 Maret 

2021 

 

Mbak 

Lintang & 

Mas Sigit 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

a. Membantu 

melakukan 

pendataan buku 4,5 

SPPT PBB (P2) 

untuk dibagi kepada 

setiap koordinator 

wilayah 

b. Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

a. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

buku 4,5 SPPT PBB 

(P2) untuk dibagi 

kepada setiap 

koordinator wilayah 

b. Mengetahui alur 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 
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Mbak 

Imamah 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

c. Membantu 

melakukan 

pendataan piutang 

pada Pajak Reklame 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

c. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

piutang pada Pajak 

Reklame 

32 

18 Maret 

2021 

 

Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan  

Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

Mengetahui alur 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, dan Pajak 

Hotel 

33 

19 Maret 

2021 

 

Mbak 

Lintang & 

Mas Sigit 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Mbak Adila 

a. Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Hiburan, dan 

Pajak Hotel 

b. Membantu 

melakukan 

a. Mengetahui alur 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Air Tanah, 

Pajak Hiburan, dan 

Pajak Hotel 

b. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 
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(Staff Bidang 

Penagihan) 

pendataan piutang 

Pajak Restoran 

piutang Pajak 

Restoran 

34 

22 Maret 

2021 

 

Mbak Cecil 

& Mbak 

Vitri 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

a. Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

b. Membantu 

melakukan 

pendataan piutang 

Pajak Reklame 

a. Mengetahui alur 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

b. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

piutang Pajak 

Reklame 

35 

23 Maret 

2021 

 

Mbak 

Lintang & 

Mas Sigit 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Pendataan) 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

a. Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

b. Membuat surat 

tagihan Pajak 

Reklame 

a. Mengetahui cara 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

b. Mengetahui cara 

membuat surat 

tagihan Pajak 

Reklame 

36 

24 Maret 

2021 

 

a. Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

a. Mengetahui alur 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 
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Mbak 

Lintang & 

Mbak Vitri 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Parkir, Pajak 

Reklame, dan Pajak 

Hotel 

b. Membuat surat 

tagihan Pajak 

Reklame 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Parkir, Pajak 

Reklame, dan Pajak 

Hotel 

b. Mengetahui cara 

membuat surat 

tagihan Pajak 

Reklame 

37 

25 Maret 

2021 

 

Mas Sigit 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

a. Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, 

Pajak Reklame, dan 

Pajak Hotel 

b. Membantu 

melakukan 

pendataan piutang 

Pajak Reklame 

a. Mengetahui cara 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran, Pajak 

Reklame, dan Pajak 

Hotel 

b. Mengetahui cara 

melakukan pendataan 

piutang Pajak 

Reklame 

38 

26 Maret 

2021 

 

Mbak 

Lintang 

(Staff Bidang 

Validasi dan 

Penetapan) 

 

a. Membantu 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran dan 

Pajak Air Tanah 

a. Mengetahui alur 

melakukan 

pencetakan dan 

pengarsipan 

SPTPD/SKPD pada 

Pajak Restoran dan 

Pajak Air Tanah 

b. Mengetahui cara 

membuat surat 
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Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

b. Membantu membuat 

surat tagihan pajak 

pada Pajak Restoran 

tagihan pajak pada 

Pajak Restoran 

39 

29 Maret 

2021 

 

Nur Soetjiati 

(Kasubbag 

Penagihan 

Pajak Daerah 

Lainnya) 

Membantu 

melakukan 

penagihan pada 

Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, dan Pajak 

Restoran di 

Kecamatan 

Rogojampi dan 

Kecamatan 

Blimbingsari 

Mengetahui alur 

dalam melakukan 

penagihan pada 

Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, dan Pajak 

Restoran di 

Kecamatan 

Rogojampi dan 

Kecamatan 

Blimbingsari 

40 

30 Maret 

2021 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

Membantu 

melakukan 

pendataan piutang 

Pajak Reklame 

Mengetahui cara 

melakukan 

pendataan piutang 

Pajak Reklame 

41 

31 Maret 

2021 

 

Mbak Adila 

(Staff Bidang 

Penagihan) 

a. Membantu 

melakukan 

pendataan piutang 

Pajak Reklame 

b. Membantu membuat 

surat tagihan Pajak 

Restoran 

a. Mengetahui cara 

melakukan 

pendataan piutang 

Pajak Reklame 

b. Membantu membuat 

surat tagihan Pajak 

Restoran 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu 

data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam 
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penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan 

menggunakan angka. Data kuantitatif dalam penulisan Laporan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan 

data angka lainnya yang diperlukan sebagai penunjang dalam penulisan laporan 

Praktik Kerja Nyata ini. Data kualitatif pada laporan ini berupa hasil 

screenshoot website E-PAD, hasil observasi, wawancara yang dilakukan 

penulis dengan Kepala Sub Bidang validasi dan Penetapan, staff penagihan 

yang berpartisipasi dalam pembangunan sistem E-PAD di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.2.2 Sumber Data 

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan 

dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu 

pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Laporan Praktek 

Kerja Nyata ini menggunakan data primer dalam pengumpulan data yang di 

butuhkan karena penulis melakukan pengumpulan sendiri data-data tersebut. 

Data yang didapatkan belum pernah dikumpulkan sebelumnya, penulis 

melakukan wawancara dengan kepala sub Bidang Validasi dan Penetapan dan 

staff Bidang Penagihan selaku orang yang melakukan pembangunan sistem E-

PAD. 

 

2. Data sekunder  

Data Sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan 

dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi 

kebutuhan data penelitian. Data sekunder dapat bersumber dari buku, 

publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, undang-

undang, artikel. Penulis juga menggunakan data sekunder karena data tersebut 

berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. Penulis meminta data tentang Target dan Realisasi 
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Penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember dalam 

beberapa tahun terakhir, data berupa dokumentasi sistem E-PAD, data yang 

berkaitan dengan sistem pemungutan pajak restoraan, dan sumber lain yang 

dapat menunjang penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata ini. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Merupakan metode metode pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis seperti buku, undang-undang,  jurnal, foto-foto, gambar, maupun 

dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan Laporan 

Praktek Kerja Lapangan ini.  

 

2. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data berupa melakukan tanya jawab 

kepada pihak terkait dengan materi Laporan Praktek Kerja Nyata, penulis 

melakukan wawancara yaitu Bapak Slamet Rosidi selaku Kepal Sub Bidang 

validasi dan penetapan, mas Arga selaku staff Bidang Penagihan yang turut 

dalam pembangunan sistem E-PAD. Pada metode wawancara ini, penulis 

menggunakan jenis pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan 

terbuka adalah sederet pertanyaan yang dapat dijawab sepanjang dan sebebas 

mungkin oleh narasumber. Pertanyaan tertutup adalah  pertanyaan yang 

bersifat membatasi narasumber dalam memberikan jawaban. 

 

3. Observasi  

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung objek penelitian. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis 

mengamati proses Pemungutan Pajak Restoran melalui sistem E-PAD Pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
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BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan laporan dari 

pelaksanaan kegiata Praktek Kerja Nyata, untuk memperoleh hasil ini penulis 

melakukan terjun lapang pada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi bidang Validasi dan Penetapan untuk mencari informasi dan data 

yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil yaitu “ Prosedur Pemungutan 

Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah 

Banyuwangi”. 

4.2 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Restoran di Kabupaten 

Banyuwangi 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak di Kabupaten 

Banyuwangi yaitu : 

1. Wajib Pajak Restoran  di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi atau 

Badan yang mengusahakan Restoran. 

2. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli 

makanan dan/atau minuman dari Restoran.  

3. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 

Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan 

dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 

tempat pelayanan maupun di tempat lain. Rincian dalam objek pajak 

restoran adalah: 

a. Rumah makan 

b. Kafetaria 

c. Kantin 

d. Warung 

e. Bar 

f. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering. 

Restoran tidak dipungut pajak apabila nilai penjualannya dalam setiap bulan 

tidak melebihi  Rp 1.000.000  (satu juta rupiah). 
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4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Sistem Pemungutan, Masa Pajak, Saat 

Terutang Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten 

Banyuwangi  

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan 

Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu: 

1. Dasar Pengenaan Pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi 

Dasar pengenaan pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu 

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran 

dan apabila nilai pembayaran tidak diketahui dan/atau dianggap tidak 

wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang 

diterima. 

2. Tarif Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen), apabila 

sampai dengan 30 hari setelah berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak tidak 

melakukan penyampaian dan pengisian SPTPD maka petugas Sub Bidang 

Pendataan Pajak Daerah Lainnya membuat SPTPD secara jabatan, yang 

dapat dihitung berdasarkan Pelaporan SPTPD bulan terakhir ditambah 

dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dan bunga 2% 

per bulan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pada masa pandemi Covid-19 di banyuwangi berdasarkan 

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/13/Kep/429.011/2021 tentang 

Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan, 

Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran 

Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah, Penerangan 

Jalan Non PLN dan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penghapusan 

Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2021 

pada Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan 

relaksasi pajak berupa Penghapusan Denda Sanksi Administrasi untuk 

masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak November 2021. 
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3. Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi dipungut dengan sistem Self 

Assesment. 

4. Masa Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu jangka waktu yang 

lamanya 1 (satu) bulan kalender. 

5. Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada 

pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan 

SPTPD. 

6. Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. 

Contoh:  

Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak Restoran = Besaran Pajak Terutang 

Rp 10.000.000 X 10% = Rp 1.000.000 

Jadi besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh restoran yaitu sebesar 

Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). 

4.4 Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Aktifasi Akun E-PAD Pajak 

Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

4.4.1 Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Pajak Restoran 

Prosedur pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

Terdapat tiga cara, antara lain: 

1. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Pajak Restoran 

secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 
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Gambar 4.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Ke Kantor 

BAPENDA 

Keterangan: 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek 

Pajak ke Badan melalui Petugas Pelayanan 

b. Petugas Pelayanan memberikan Formulir Pendaftaran NPWPD 

kepada Wajib Pajak 

c. Wajib pajak mengisi Formulir Pendaftaran NPWPD secara lengkap 

sesuai keadaan Wajib Pajak serta melampirkan dokumen pendukung 

berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi SIUP/ NIB/ Akta Pendirian 

Perusahaan (untuk wajib pajak Badan) Petugas Pelayanan merekam 

data Wajib Pajak ke dalam Database Wajib Pajak pada Aplikasi E-

PAD 

d. Petugas Pelayanan menerbitkan Kartu NPWPD dan diserahkan 

kepada Wajib Pajak 

e. Wajib Pajak mengisi Buku Register Tanda Terima Kartu NPWPD 

f. Proses selesai. 

Pada metode Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Pajak 

Restoran secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah, kendala 

yang sering terjadi yaitu Wajib Pajak kurang memahami persyaratan apa 

saja yang perlu disiapkan selain itu Wajib Pajak harus meluangkan 

waktu untuk datang ke Badan Pendapatan Daerah secara langsung untuk 
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mendaftarkan Objek Pajak Restorannya. Keuntungannya Wajib Pajak 

dapat langsung bertanya kepada petugas terkait kewajibannya sebagai 

Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi. 

4.4.2 Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara pasif 

online 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Online 

Keterangan: 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek 

Pajak di Aplikasi E-PAD 

b. Wajib Pajak melakukan registrasi dengan mengisi Formulir 

Pendaftaran NPWPD secara lengkap sesuai keadaan Wajib Pajak serta 

mengunggah dokumen pendukung berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi 

SIUP/ NIB/ Akta Pendirian Perusahaan (untuk wajib pajak Badan) 

c. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi atas kesesuaian data Wajib 

Pajak Database Wajib Pajak pada Aplikasi E-PAD 

d. Petugas Pelayanan melakukan persetujuan dan menerbitkan Kartu 

NPWPD untuk kemudian dikirimkan ke alamat Wajib Pajak 

e. Proses selesai. 
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Pada metode pendaftaran secara online kendala yang sering dihadapi 

yaitu terkait dengan SDM yang kurang memadai mengakibatkan Wajib 

Pajak tidak mengetahui alur dan proses pendaftaran secara online. 

Keuntungan pendaftaran secara online yaitu Wajib Pajak tidak perlu datang 

ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk 

mendaftar sebagai Wajib Pajak dan hal tersebut lebih efisien terkait waktu, 

akan tetapi saat ini untuk proses Pendaftaran secara online masih 

dibekukan dan belum dapat digunakan karena proses maintenance, jadi 

untuk sementara waktu pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan dengan 

datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah dan Pendataan secara aktif 

oleh petugas dari Kantor Badan Pendapatan Daerah. 

 

4.4.3 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak 

Restoran secara aktif oleh Petugas 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.3 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran oleh Petugas 

 

 

 

Keterangan: 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


58 
 

 
 

a. Petugas pada Sub Bidang Pendataan PDL melakukan Pendaftaran & 

Pendataan langsung ke Wajib Pajak dan memberikan informasi 

mengenai kewajiban wajib pajak daerah 

b. Dengan didampingi oleh petugas, Wajib Pajak diminta mengisi 

Formulir Pendaftaran NPWPD secara lengkap sesuai keadaan Wajib 

Pajak 

c. Petugas lapangan menyerahkan Formulir Pendaftaran dan dokumen 

pendukung kepada petugas pelayanan di Kantor Badan 

d. Petugas pelayanan merekam data Wajib Pajak ke dalam Database 

Wajib Pajak pada Aplikasi E-PAD 

e. Petugas Pelayanan menerbitkan Kartu NPWPD dan diserahkan kepada 

Wajib Pajak 

f. Wajib Pajak mengisi Buku Register Tanda Terima Kartu NPWPD 

g. Proses selesai. 

Pada metode Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak 

Restoran secara aktif oleh Petugas kendala yang sering dihadapi oleh 

petugas lapangan yaitu terkait pemilik restoran kecil yang belum menjadi 

Wajib Pajak Restoran di Banyuwangi tidak ingin dikenai Pajak Restoran 

dengan alasan penghasilan dari penjualannya hanya sedikit dan jika 

dikenai pajak pemilik restoran tersebut beralasan tidak memiliki 

keuntungan, akan tetapi jika pemilik restoran sadar rehadap pajak kendala 

yang sering terjadi yaitu pemilik restoran tidak mengetahui persyaratan 

apa saja untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak Restoran. Keuntungan dari 

metode ini yaitu Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten banyuwangi untuk mendaftar sebagai 

Wajib Pajak restoran, cukup melalui petugas yang melakukan pendataan 

Objek Pajak Restoran dan kemudian akan dibantu untuk mengisi formulir 

pendaftaran selain itu juga  mendapat arahan terkait kewajibannya sebagai 

Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi. 
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4.4.4 Prosedur Aktivasi Akun E-PAD 

Wajib Pajak setelah melengkapi dokumen pendaftaran dan setelah 

disetujui oleh Petugas Verifikasi akan mendapatkan kartu NPWPD dan surat 

aktivasi E-FIND, surat aktivasi E-FIND ini isinya merupakan nomor aktivasi 

akun sebelum dapat menggunakan fasilitas dalam sistem E-PAD. 

Berikut adalah contoh surat aktivasi E-FIND  dari Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi: 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.4 Surat Akses Pajak Daerah Online Kabupaten 

Banyuwangi 
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Prosedur aktivasi akun E-Pad pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi, antara lain: 

1. Wajib Pajak mengunduh aplikasi atau masuk melalui website E-PAD pada 

laman https://layanan.banyuwangikab.go.id/ kemudian tekan aktivasi       

E-FIND. Isi borang secara lengkap dengan teliti dan benar, selanjutnya 

tekan register. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.5 Tampilan Menu Aktivasi di E-PAD 

 

2. Melakukan aktivasi akun E-PAD pada e-mail yang dicantumkan 

ketika mengisi pada borang aktivasi E-FIND 

3. Setelah melakukan aktivasi e-mail, Wajib Pajak dapat Log in ke 

aplikasi atau sistem E-PAD untuk melakukan pelaporan dan 

pembayaran Pajak Daerah. 
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.6 Tampilan Setelah Log in di E-PAD 

 

4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Sistem E-

PAD di Kabupaten Banyuwangi 

Pelaksanaan pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi menggunakan Self Assessment System dimana wajib 

pajak melaporkan sendiri pajak terutang di setiap bulan secara online 

menggunakan aplikasi atau sistem E-PAD maupun langsung datang ke Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Prosedur pelaporan Pajak 

Restoran secara online melalui aplikasi atau sitem E-PAD pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, antara lain: 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.7 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD 
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Keterangan: 

1. Aksen sistem E-PAD melalui internet browser 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.8 Tampilan browser akses E-PAD 

 

2. Setelah akses aplikasi E-PAD, masuk ke dalam sistem aplikasi 

dengan cara memasukkan User ID dan Password yang sudah 

terdaftar. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.9 Tampilan Log in Sistem E-PAD 
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3. Pilih objek Pajak Restoran untuk melakukan Pelaporan Pajak 

Restoran. Pada tampilan halaman utama Wajib Pajak, selanjutnya 

pilih objek Pajak Restoran.  

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.10 Tampilan menu utama akun Wajib Pajak di Sistem 

E-PAD 

4. Pada tampilan menu objek Pajak Restoran, tekan tulisan entri data 

yang terdapat pada pojok kanan atas untuk melakukan pelaporan 

Pajak Restoran. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.11 Tampilan menu objek Pajak pada akun Wajib 

Pajak di Sistem E-PAD 
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5. Mengisi data pajak secara lengkap dan benar kemudian sistem akan 

menghitung secara otomatis jumlah pajak terutangnya dengan tarif 

10% kemudian tekan simpan. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.12 Tampilan menu pengisian data pelaporan Pajak 

Restoran di Sistem E-PAD 

 

6. Melakukan uploud data pendukung seperti laporan omset padal bulan 

pajak terutang. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.13 Tampilan menu uploud data pendukung pelaporan 

Pajak Restoran di Sistem E-PAD 
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7. Pilih status finish pada kolom status pelaporan sebagai tanda telah 

merekam semua data dengan benar, kemudian tekan simpan dan 

secara otomatis terkirim ke database bagian pelayanan untuk 

dilakukan verifikasi. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.14 Tampilan menu status pelaporan Pajak Restoran 

di Sistem E-PAD 

 

Setelah klik simpan Wajib Pajak menunggu pihak Badan 

Pendapatan Daerah pada bagian pelayanan untuk melakukan 

verifikasi data yang ada sebelum diterbitkan SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah). 

 

Kelemahan atau kendala yang sering terjadi pada proses pelaporan yaitu 

terkait tata cara pelaporan secara online karena SDM yang kurang memadai, 

selain itu juga terkait dokumen pendukung yang diupload kurang jelas dan 

ketidaksesuaian antara nominal pada data yang diinput dengan data yang ada 

pada dokumen pendukung, hal itu mengakibatkan menghambat proses 

pelaporan karena diminta untuk memperbaiki kembali oleh petugas verifikasi 

dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Keuntungan 

dari proses Pelaporan Pajak Restoran secara online yaitu Wajib Pajak tidak 
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perlu datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

untuk melaporkan pajak terutangnya, selain itu juga lebih efisien waktu. 

 

4.6 Prosedur Verifikasi dan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) 

Prosedur ini dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi khususnya pada bidang Validasi dan Penetapan, setelah Wajib 

Pajak melaporkan SPTPD, pihak Badan Pendapatan Daerah melakukan 

pengecekan data yang dilaporkan dengan melakukan penyesuaian data antara 

yang ada di sistem dengan dokumumen pendukung. Apabila terdapat data yang 

tidak sesuai atau kesalahan input data oleh Wajib Pajak, maka SPTPD akan 

dikembalikan ke pihak Wajib Pajak dengan memberikan keterangan 

ketidaksesuaian data untuk memperbaiki kembali datanya melalui sistem E-

PAD jika Wajib Pajak melaporkan sendiri Pajak terutangnya secara online 

melalui sistem E-PAD. Jika dalam tahap verifikasi data sudah sesuai dengan 

yang ada di sistem maka data akan diteruskan kepada Kepala Sub Bidang 

Validasi dan Penetapan untuk dilakukan penetapan dengan cara memberikan 

tanda tangan digital berupa barcode. Setelah dilakukan penetapan, terbit SKPD 

(Surat Ketetapan Pajak Daerah) surat tersebut digunakan untuk melakukan 

pembayaran Pajak Restoran.  

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.15 Tampilan status pengembalian SPTPD ke Wajib Pajak 
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.16 Tampilan status SPTPD terverifikasi 

Pada gambar diatas merupakan tampilan dari laporan SPTPD yang telah 

terverifikasi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

yang ditunjukkan anak panah pada nomor 1 sedangkan anak panah nomor 2 

menunjukkan jika SPTPD tersebut sudah dapat dilakukan pencetakan yang 

nantinya surat tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran Pajak 

Restoran yang terutang. 

Kelemahan atau kekurangan dari proses verifikasi ini yang sering terjadi 

yaitu terkait jaringan yang kurang stabil pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut mengakibatkan proses 

verifikasi terhambat dan membutuhkan waktu lebih. 
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Berikuta adalah gambar Surat Tanda Terima Pelaporan SPTPD yang 

dilakukan untuk melakukan pembayaran Pajak Restoran terutang:  

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.17 Surat Tanda Terima Pelaporan SPTPD 

4.7 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran 

Pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan Self Assessment System 

dimana proses pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Berikut 
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Prosedur pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi: 

Metode pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 

yang pertama membayar langsung melalui Teller Bank Jatim dan yang kedua 

pembayaran melalui Virtual Account. 

1. Metode pembayaran Pajak Restoran melalui Teller Bank Jatim 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.18 Alur pembayaran Pajak Restoran melalui Teller 

Bank Jatim 

Keterangan: 

a. Cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD sebagai alat pembayaran Pajak 

Restoran yang terutang 

b. Membawa bukti cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD ke Bank 

Persepsi yang sudah di tunjuk untuk melakukan pembayaran Pajak 

Restoran 

c. Menyerahkan bukti cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD ke Teller 

untuk proses pembayaran Pajak Restoran yang terutang 
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d. Membayar Pajak sesuai dengan nominal Pajak Restoran yang tertera 

di Tanda Terima Pelaporan SPTPD 

e. Wajib pajak mendapat bukti Pembayaran yang sah dari Bank Jatim, 

dimana bukti pembayaran tersebut akan mencatat informasi nomor 

bayar, masa bayar, jumlah pajak yang dibayar, dan tanggal 

pembayaran Pajak Restoran 

f. Proses selesai. 

 

2. Metode pembayaran melalui Virtual Account 

a. Membuka website E-PAD kemudian tekan menu pembayaran (proses 

ini tidak memerlukan log in ke akun E-PAD terlebih dahulu) 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.19 Tampilan utama melakukan pembayaran Pajak 

Restoran melalui Virtual Account 
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b. Masukkan kode pembayaran yang tertera pada Tanda Terima 

Pelaporan SPTPD kemudian tekan Next 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.20 Input kode pembayaran pada E-PAD 

 

c. Pilih metode pembayaran Virtual Account dari Bank yang 

diinginkan, setelah klik metode pembayaran yang diinginkan kode 

Virtual Account akan otomatis muncul dan nomer tersebut digunakan 

sebagai kode pembayaran (kode Virtual Account tersebut dapat 

dibayarkan melalui Bank manapun 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.21 Tampilan metode pembayaran pada E-PAD 
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d. Lakukan pembayaran Pajak terutang menggunakan Bank yang ada di 

Indonesia menggunakan kode Virtual Account yang sudah didapat, 

disini penulis memasukkan contoh pembayaran melalui m-banking 

Bank Mandiri  

 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.22 Proses pembayaran melalui m-banking 

 

e. Proses selesai. 

 

4.8 Prosedur Tambahan untuk Wajib Pajak Restoran yang Tidak 

Membayar Tepat Waktu 

Terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajak terutang 

maka dilakukan penagihan dengan prosedur  sebagai  berikut : 

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar pajak sampai dengan tanggal 

jatuh tempo pada SKPD/SKPDKB, Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak 
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Daerah Lainnya membuat konsep Surat Teguran untuk diajukan kepada 

Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Penagihan dan 

Pemeriksaan untuk ditandatangani sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Badan Pendapatan 

Daerah, disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Pelaksana Sub Bidang 

Penagihan. 

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar sampai dengan 7 (tujuh) hari 

setelah diterimanya Surat Teguran 1 (satu) sampai dengan Surat Teguran 

ke 3 (tiga), Sub Bidang Penagihan melaporkan Wajib Pajak yang 

menunggak piutang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah yang 

selanjutnya ditugaskan Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah. Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat meminta bantuan 

kepada aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan penagihan. 

4. Proses selesai. 

Waktu Pelaksanaan Penagihan :  

Setelah melewati Batas Jatuh Tempo Pembayaran 

Apabila wajib pajak restoran masih tidak membayar pajak terutang, 

perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak berwajib untuk diproses secara 

hukum. Bagi pihak Badan Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi 

melakukan proses penghapusan piutang pajak daerah dengan prosedur sebagai 

berikut : 

1. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan menugaskan Kepala Sub 

Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya untuk menginventarisasi dan 

meneliti daftar piutang yang tidak dapat ditagih. 

2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya menginventarisasi 

dan meneliti daftar piutang yang tidak dapat/ tidak mungkin ditagih 

sesuai regulasi yang berlaku dan telah diverifikasi serta divalidasi. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya membuat Draf 

Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penghapusan Piutang Pajak 

Daerah dengan lampiran nominal dan tahun pajak piutang yang akan 
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dihapus beserta Surat Pengantar kemudian diajukan kepada Kepala 

Badan melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan. 

4. Kepala Badan menandatangani pengantar untuk kemudian diajukan 

kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. 

5. Kepala Bagian Hukum melakukan koreksi secara legal drafting untuk 

kemudian diajukan kepada Bupati secara berjenjang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh: 

a. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang pajak sampai dengan 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

7. Bupati menandatangani Keputusan Bupati Banyuwangi tentang 

Penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta lampirannya untuk kemudian 

ditatausahakan di Bagian Hukum Sekertaris Daerah, Inspektorat, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bidang 

Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah. 

8. Proses selesai. 

Waktu Pelaksanaan :  

Setelah melewati Daluarsa Penagihan Pajak Daerah 

Dokumen yang dihasilkan : 

1. Surat Pengantar 

2. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah 

 

4.9 Studi Kasus 

Cafe Al merupakan salah satu objek Pajak Restoran yang terdapat di 

Kabupaten Banyuwangi, Cafe Al dalam bulan April tahun 2021 memiliki 

omzet sebesar Rp 12.520.000, di Kabupaten Banyuwangi tarif untuk Pajak 

Restoran yaitu sebesar 10%, jadi besaran pajak terutang dari Cafe Al yaitu Rp 
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12.520.000 X 10% = Rp 1.252.000. Cafe Al akan melakukan pelaporan dan 

Pembayaran Pajak Restoran secara online, Tahapan yang harus dilakukan yaitu 

: 

1. Siapkan dokumen pendukung yang berupa rincian omzet dalam satu 

bulan terakhir, pada kasus ini Cafe Al akan melakukan pelaporan omzet 

pada bulan April 2021. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.23 Dokumen Pendukung Pelaporan Pajak Restoran 
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b. Log in pada website E-PAD di https://layanan.banyuwangikab.go.id/ 

menggunakan akun Wajib Pajak  dari Cafe Al yang sudah terdaftar. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.24 Log in Akun Pada E-PAD 

 

c. Setelah Log in, Klik menu Wajib Pajak kemudian Klik Objek Pajak 

Restoran. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.25 Tampilan Menu Wajib Pajak Pada E-PAD 

 

 

 

 

 

:  CAFE AL BIRRU 
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7. Klik entri data pada menu Objek Pajak Restoran. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.26 Tampilan Menu Objek Pajak Restoran Pada E-PAD 

 

8. Mengisi data pajak Cafe Al secara teliti dan benar terkait klasifikasi 

objek pajak dan besaran omzet, sedangkan untuk besaran tarif pajak 

terutang akan otomatis muncul setelah memasukkan besaran omzet, 

setelah semua diisi kemudian klik simpan. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.27 Tampilan Formulir SPTPD Pajak Restoran Pada E-

PAD 

:  CAFE AL BIRRU 
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9. Mengunggah atau upload bukti pendukung dari Cafe Al, seperti laporan 

omzet bulan pajak yang akan dilaporkan pada kolom yang tersedia. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.28 Tampilan Unggah Dokumen Pendukung Pajak 

Restoran Pada E-PAD 

 

10. Setelah melakukan unggah bukti pendukung dari Cafe Al, 

selanjutnya klik simpan dan data otomatis terkirim ke pihak Badan 

Pendapatan Daerah untuk proses verifikasi. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.29 Tampilan Status Pelaporan SPTPD Pajak Restoran 

Pada E-PAD 
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11. Setelah klik simpan pada status pelaporan, Wajib Pajak hanya perlu 

menunggu proses verifikasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah 

sebelum diterbitkan Tanda Terima Pelaporan SPTPD yang terdapat kode 

pembayaran untuk melakukan pembayaran pajak terutang dari Cafe Al. 

12. Proses selanjutnya, setelah proses pelaporan dari Cafe Al disetujui 

dan terverifikasi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah selanjutnya admin 

yang bertugas melaporkan pajak dari Cafe Al melakukan cetak Tanda 

Terima SPTPD yang terdapat kode pembayaran sebelum melakukan 

pembayaran pajak terutang. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.30 Tampilan Melakukan Cetak SPTPD Pada Menu 

Objek Pajak Restoran di E-PAD 

 

Tanda TerVerifikasi 

Cetak SPTPD 
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.31 Tanda Terima Pelaporan SPTPD Cafe Al 

13. Tahapan yang harus dilakukan oleh Cafe Al yaitu melakukan 

pembayaran, proses pembayaran dapat dilakukan langsung melalui teller 

Bank Jatim dan pembayaran melalui Virtual Account. Tahapan untuk 

pembayaran melalui Virtual Account yang pertama harus dilakukan yaitu 

memasukkan kode bayar yang terdapat pada SPTPD ke kolom pada 

menu pembayaran yang terdapat pada website E-PAD setelah itu tekan 

Next.  
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.32 Tampilan Menu Pembayaran Pajak Daerah Lainnya 

Pada E-PAD 

 

14. Tahap selanjutnya, Cafe Al dapat memilih metode pembayaran Virtual 

Account Finpay atau Virtual Account BNI yang nantinya setelah pilih 

metode yang diinginkan kode bayar akan otomatis berubah menjadi 

nomor Virtual Account Finpay ataupun BNI. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.33 Tampilan Menu Pilihan Metode Pembayaran Pajak 

Daerah Lainnya Pada E-PAD 
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15. Proses terakhir yang harus dilakukan Cafe Al yaitu pembayaran Pajak 

Restoran terutang pada bulan April 2021 sebelum jatuh tempo, 

pembayaran menggunakan Virtual Account Finpay dapat dibayarkan 

melalui Bank Persepsi di seluruh Indonesia. 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) 

Gambar 4.34 Tampilan Proses Pembayaran Melalui m-banking 

 

16. Proses Selesai. 
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penilis 

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Prosedur 

Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai 

berikut : 

1. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi 

ada tiga sistem pendaftaran, selain itu prosedur pendaftaran Pajak 

Restoran di Kabupaten Banyuwangi terdapat kendala diantaranya pada 

metode Pendaftaran secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah, 

kendala yang sering terjadi yaitu Wajib Pajak kurang memahami 

persyaratan apa saja yang perlu disiapkan. Pada metode pendaftaran 

secara online kendala yang sering dihadapi yaitu terkait dengan SDM 

yang kurang memadai mengakibatkan Wajib Pajak tidak mengetahui alur 

dan proses pendaftaran secara online. Pada metode Pendaftaran dan 

Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas 

kendala yang sering dihadapi oleh petugas lapangan yaitu terkait pemilik 

restoran kecil yang belum menjadi Wajib Pajak Restoran di Banyuwangi tidak 

ingin dikenai Pajak Restoran dengan alasan penghasilan dari penjualannya 

hanya sedikit dan jika dikenai pajak pemilik restoran tersebut beralasan tidak 

memiliki keuntungan, akan tetapi jika pemilik restoran sadar rehadap pajak 

kendala yang sering terjadi yaitu pemilik restoran tidak mengetahui persyaratan 

apa saja untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak Restoran. 

2. Pelaksanaan pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi terdapat kelemahan atau kendala yang sering 

terjadi pada proses pelaporan yaitu terkait tata cara pelaporan secara 

online karena SDM yang kurang memadai, selain itu juga terkait 

dokumen pendukung yang diupload kurang jelas dan ketidaksesuaian 

antara nominal pada data yang diinput dengan data yang ada pada 

dokumen pendukung, hal itu mengakibatkan menghambat proses 
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pelaporan karena diminta untuk memperbaiki kembali oleh petugas 

verifikasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Prosedur verifikasi dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi khususnya pada bidang Validasi dan Penetapan, 

pada prosedur ini terdapat kelemahan atau kekurangan yang sering 

terjadi yaitu terkait jaringan yang kurang stabil pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut mengakibatkan 

proses verifikasi terhambat dan membutuhkan waktu lebih.. 

4. Prosedur pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 metode, metode pertama membayar 

langsung melalui Teller Bank Jatim dan yang kedua pembayaran melalui 

Virtual Account. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penilis 

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Prosedur 

Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka penulis memberikan saran dan harapan 

sebagai berikut : 

1. Diperlukan pemeliharaan secara rutin dan pengembangan sistem E-PAD 

untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi. 

2. Melakukan sosialisasi rutin terhadap Wajip Pajak mengenai sistem E-

PAD guna dapat memaksimalkan kegunaan E-PAD dalam pelayanan 

pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi. 
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